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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Nikmatilah setiap proses yang kalian dapat hingga kalian dapat menjadi 

orang-orang yang hebat karna orang yang hebat adalah orang  orang yang 

berproses  

 

 

 pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak sesuatu, maka dia 

h  

( Al Baqarah ayat 117 ) 

 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Kedua Orang Tua-ku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau dapat disebut juga 

domestic violence, merupakan masalah besar yang kerap terjadi di berbagai 

penjuru dunia. Kekerasan yang dialami sebagian besar perempuan ini 

mendapatkan perhatian khusus dimata dunia. Sebanyak 20-67 persen 

perempuan baik dinegara berkembang maupun di negara maju 

mengalaminya.1 

Menurut Muladi,2 kekerasan terhadap perempuan (KDRT) 

merupakanrintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat 

menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat 

mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan 

perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi 

otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik,sosial, dan budaya. KDRT 

merupakan masalah yang cukup menarik  

                                                
1 Julia Elissa Krane, 1996, Violence Against women in Intimate Relationship: Insights From 

Cross-Culutral Analysist, Boston, Transcult Psychiatry 33, Hlm. 437 
2 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie 

Center, Jakarta, 2002, hlm. 40. 
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untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan 

peningkatan dari tahun ketahun. 

Pada tahun 2003, di Amerika Serikat mereka mencatat telah terjadinya 

kurang dari 25 juta kasus KDRT yang terjadi. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

melalui UN Women mendedikasikan opini tentang kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan didalam artikelnya yang berjudul nce 

yang menyatakan jika:3 

-reaching consequences, 

harming families and communities. For women and girls 16 44 years 

old, violence is a major cause of death and disability. In 1994, a 

World Bank study on ten selected risk factors facing girls and women 

in this age group, found domestic violence more dangerous than 

 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan memiliki 

konsekuensi yang luas, merugikan keluarga dan masyarakat. Untuk wanita 

dan anak perempuan 16-44 tahun, kekerasan adalah penyebab utama kematian 

dan cacat. Pada tahun 1994, studi Bank Dunia pada sepuluh dipilih faktor-

faktor risiko yang dihadapi anak perempuan dan perempuan dalam kelompok 

                                                
3 http://www.unifem.org/gender_issuesviolence_against_ women/, 

diunduh 20 Maret 2020 
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usia ini, ditemukan perkosaan dan kekerasan domestik lebih berbahaya 

daripada kanker, kecelakaan kendaraan bermotor, perang dan malaria.4 

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tanggamerupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah 

meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti 

Anggota KonvensiCEDAW (Convention on the Elimination of All forms of 

Discrimination against women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi TerhadapPerempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan.5 

 Pertama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan 

menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian 

diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk 

mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah 

karena telah membuka aib. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaakan memberi ruang 

kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di 

dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal 

                                                
4 Terjemahan Penulis 
5 Hamidah Abdurrachman, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal 
Vol. 17 No. 3 Hlm. 476 
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terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan 

dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaakan 

berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan 

terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.6 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tanggaterbagi dalam 4 kategori atau jenis, yaitu :  

1. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat. 

2. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 

rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 

3. kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 

tersebut; atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 

dalam lingkup. 

Pada masa sekarang ini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah 

bentuk perbuataan yang awam atau dianggap baru, meski pada hakikatnya 

bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada perbuatan suatu 

pidana, layaknya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. 

                                                
6Ibid 
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Pengertian dari kekerasan sendiri dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang 

 

Pasal tersebut tidak menjelaskan cara dari kekerasan tersebut 

dilakukan, demikian juga tidak dijelaskan terkait bentuk-bentuk kekerasan 

tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 

mengadakan perlawanan sedikitpun. 7 

Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa pengertian kekerasan 

(yang dilakukan terhadap orang lain yaitu violence, battery, dan assault. 

Violence dapat diartikan sebagai: 

1) Unjust or unwarranted excercise of force with the accompaniment 

of vehemence, outrage, or fury.  

2) Physical force unlawfully excercised, abuse of force; that force is 

employed against common right, against laws, and against public 

liberty. 

3) The exertion of any physical force so as to injure, damage, or abuse. 8 

Dapat diartikan: 

                                                
7 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologi, cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 58 
8 Herkutanto, 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan 

dari Sudut Pandang Kedokteran, dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, 
Alumni, Hlm. 266 
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1) Penggunaan kekuatan secara tidak adil dan tidak beralasan dengan 

diiringi perasaan berapi-api, kemarahan, atau kemurkaan.  

2) Kekuatan fisik yang dieksekusi secara tidak benar, penyalahgunaan 

kekuatan; kekuatan yang dipaksakan terhadap hak asasi, melawan 

hukum, dan terhadap kebebasan publik.  

3) Pengerahan dari setiap kekuatan fisik sehingga dapat 

melukai, kerusakan, atau penyalahgunaan.9 

Pengertian battery adalah :  

Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the 

person or another, may be divided into its three basic elements : 

1)  

2) 

criminal negligance, or perhaps the doing of an unlawful act.  

1) The harmful result to the victim, which may be aboodily injury or an  

2) offensive touching.10 

Dapat diartikan: 

Pidana pemukulan, didefinisikan sebagai aplikasi kekuatan yang 

melanggar hukum kepada orang atau lainnya, dapat dibagi menjadi tiga elemen 

dasar:  

                                                
9 Terjemahan Bebas Penulis 
10Ibid. 
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(1) melakukan terdakwa (tindakan atau misi) 

(2) kondisi mentalnya yang mungkin memiliki niat untuk membunuh atau 

melukai, atau pidana penelantaran, atau mungkin melakukan suatu 

tindakan melanggar hukum.  

(3) Dampak berbahaya bagi korban, yang mungkin cedera seluruh tubuh 

atau menyentuh secara ofensif.  

Pengertian assault adalah :  

another; any intentional display of force such as would give the victim 

reason to fear or expect immidiately bodily harm; An assault may be 

commited without actually touching or striking, or doing bodily harm, to 

11 

Dapat diartikan: 

"Setiap usaha sengaja atau ancaman untuk menimbulkan kerugian pada 

orang lain, setiap tindakan sengaja memaksa seperti akan memberikan 

alasan bagi korban untuk takut atau se  

Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hal tersebut adalah hak-hak 

korbanterabaikan. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses 

peradilan pidana atas tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan antara 

                                                
11Ibid, hlm. 267 
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lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti: 

(a) kesulitan untukmendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk 

terlibat dalam prosesperadilan; (b) terbatasnya pemahaman dan keahlian 

penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan; (c) 

paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis 

(satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup 

rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si 

pelaku (d) kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam 

penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan12 

Menurut Harkristuti Harkrisnowo,kejahatan memiliki pengertian yaitu 

bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis kepada 

korban yang dituju atas kekerasan itu.13 

Untuk menguatkan Judul Skripsi ini, diangkatnya 2 (dua) Putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada PutusanNomor 2865 

K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 93 K/Pid.Sus/2018. Kasus yang pertama 

yaitu Pelaku Penganiayaan terhadap Istri bernama Christopher Fong yang Lahir 

di Australia berkewarganegaraan Australia, yang dilaporkan oleh Istri nya 

sendiri yaitu sebagai Korban Penganiayaan, Christopher Fong di Vonis bersalah 

                                                
12 Harkristuti Harkrisnowo, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif 

Sosio- Yuridis,Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM  No. 14 Vol. 7  2000, hlm. 165-166. 
13 Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan: Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta, UII Press, 

Hlm. 8 
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oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan Nomor Register 

190/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Sel, Christopher Fong telah terbukti secara sah 

rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang 

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 

mata pencahrian atau kegiatan sehari-

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Juncto 64 ayat (1) KUHP,  Pasal 44 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:14 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan isteri 

atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyait atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahrian atau kegiatan 

sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 

atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  

Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa 

Perbuatan Pelaku yang juga sebagai suami di putus bersalah oleh Pengadilan, 

dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama 

Terdakwa menjalani masa tahanan. 

                                                
14 Direktori Putusan Nomor 2865 K/Pid.Sus/2017 
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Adapun Satu Kasus lagi terjadi di Pengadilan Negeri Tanggerang, yaitu 

pelaku sekaligus Suami atas nama Dr. Ronald Haloho yaitu pada Putusan 

Nomor 1609/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Terdakwa sekaligus sebagai suami 

melakukan kekerasan fisik terhadap istri yaitu atas nama Rumondang Siregar. 

Terdkawa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, yang berbunyi sebagai berikut:15 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).  

Pemakaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tanggadidalam kasus yang penulis bahas kali ini, dikarenakan pengaturan 

tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menurut persentase banyak 

dilakukan terhadap perempuan ini menurut hukum positif di Indonesia diatur 

didalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas.16Sama seperti 

kasus pertama, pelaku sekaligus seorang suami dihukum pidana penjara selama 

3 (tiga) bulan. 

                                                
15 Direktori Putusan Nomor 93 K/Pid.Sus/2018 
16Ibid. 
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Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis akan membahas tentang 

perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan seorang 

suami berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang dimana 

pengaturan akan hal tersebut perlu untuk diketahui masyarakat luas serta 

perlindungan kepada istri yang menjadi korban sangatlah perlu untuk 

dilindungi, maka berdasarkan hal itu penulis akan mengangkat penulisan skripsi 

yang berjudul:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG 

MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Suami 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadapsuami yang telah 

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri berdasarkan 

putusan Nomor 2865 K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 93 

K/Pid.Sus/2018? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalis perlindungan hukum terhadap istri dari 

kekerasan suami dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana oleh 

kekerasan suami terhadap istri didalam rumah tangga. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan pemikiran 

dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya didalam perkara 

kekerasan rumah tangga yang disebabkan oleh suami terhadap istrinya. 

Penelitian didalam skripsi ini juga diharapkan dapat melengkapi ilmu-ilmu 

tentang kajian yang bahasannya terkait dengan perlindungan hukum 

terhadap istri serta pertanggung jawaban yang didapatkan yang sebabnya 

oleh kekerasan suami didalam rumah tangga terhadap istri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat Indonesia, 

khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum serta pertanggung 

jawabannya terhadap kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri. 
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D. Ruang Lingkup 

Pada penelitian kali ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup 

pembahasan terhadap bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana dan 

pertanggung jawabannya, terkhusus bagaimana implementasi atau 

penerapan perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga oleh 

suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Putusan Hakim 

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan 

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut 

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.  

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat 

digolongkan menjadi 3, yaitu: 
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1) Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil 

pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

 2) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika 

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana 

. 3)  Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yakni jika pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. 

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan 

pembuktian criminal act pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan 

apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau 

tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan 

pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan 

cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat 

barang bukti yang diajukan. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya 

kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa maupun barang 

bukti.Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan kekerasan 

terhadap istri, saksi mengatakan bahwa terdakwa memang pernah 

berselisih dan melukai korban, terdakwa mengakui telah melakukan 
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kekerasan terhadap istrinya dan barang bukti sesuai dengan luka yang ada 

di tubuh korban. Setelah memperoieh keyakinan bahwa terdakwa betul-

betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan 

mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal 

dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 

dalam suatu pasal hukum pidana maka terdakwa dinyatakan terbukti 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 17 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dalam bekerjanya suatu 

fungsi hukum untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum diartikan oleh Satjipto Raharjo sebagai 

pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum. Hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya bukan 

                                                
17Yusti probowati S, putusan Hakim Pada Perkara Pidana, hlm 2 
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hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.18 

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:19 

1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan 

oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum adanya 

suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam suatu peratran perundang-

undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan 

memberikan suatu batasan - batasan dalam melakukan satu 

kewajiban. 

Terkait dalam permasalahan yang penulis angkat, perlindungan hukum 

preventif dalam perjanjian sewa-menyewa ini ialah dengan adanya 

perjanjian diantara kedua belah pihak itu sendiri yang telah ditandatangani 

diatas materai, dan pihak penyewa menjaminkan kartu identitasnya untuk 

melindungi pihak pelaku usaha apabila pihak penyewa melakukan 

wanprestasi. 

2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir yang 

ditujukan kepada penyelesaian sengketa yang berupa seperti denda, 

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan. 

 

                                                
18Mariam Darus Badzrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT.Alumni, 2005, hlm.25 
19 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta : PT. 

Alumni, 2011, hlm.26 
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3. Teori Penegakan Hukum   

 Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk 

dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut pakar hukum 

yang telah menyatakannya melalui teorinya, antara lain :  

Menurut Prof. Sudarto, S.H., :  

dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah 

terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya 

kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau 

prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di 

dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, 

pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses 

pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masig mempunyai 

perananya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang 

bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan. 

Jadi,penegakan hukum dapat dikatakan sebuah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula 
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diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang 

terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, 

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, 

dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan 

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya.Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan pemecahan atas 

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah 

penelitian hukum  yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder20 dengan tujuan 

agar memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep suatu 

asas dalam bidang hukum lingkungan. Metode penelitian hukum normatif 

pada penulisan skripsi ini mengadakan penelitian terhadap asas-asas 

hukum dan melihat sejauh mana penerapan asas tersebut dalam suatu 

peristiwa hukum melalui putusan pengadilan. MenurutMahmul Siregar, 

penelitian asas-asas hukum adalah penelitian hukum normatif yang 

ditujukan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif yang 

berlaku, sehingga penelitian ini sering juga disebut sebagai studi 

dogmatic atau doctrinal research. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah21: 

 

 

                                                
20Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Hlm.51. 
21Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum,  Kencana, Jakarta, Hlm. 93-95 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang menjadi bahasan dalam tulisan ini. 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang masih 

menjadi  

3. Sumber Bahan Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah 

data sekunder yang didapat secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Data sekunder seringkali juga disebut sebagai bahan-bahan 

pustaka22 yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang 

berkaitan dengan masalah penerapan asas strict liability terhadap 

korporasi. Bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum berupa Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 

                                                
22Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm. 14. 
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23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga.. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa Asas 

hukum, Doktrin, dan Yurisprudensi. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk  

memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum tersier terdiri dari literatur hasil 

penelitian, Kamus Besar Bahasa Indoneisa, artikel serta jurnal 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan 

diteliti dalam skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan 

ialah penelitian studi kepustakaan (library research), dengan 

mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti 

dokumen-dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri terdahulu dan 

Putusan Pengadilan Tinggi serta mempelajari bahan-bahan hukum 

tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku 
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ilmiah, surat kabar, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian.23 

5. Teknik Anaisis Bahan Hukum 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian bersifat deskriptis analitis, analisis 

data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan 

primer dengan bahan sekunder serta tersier.Deskriptif tersebut, 

meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan 

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian24.Hasil dari penganalisisan ini 

dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik 

kesimpulan dari penelitian tersebut. 

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam menulis 

penelitian ini adalah dengan metode deduktif yaitu dengan 

pengambilan kesimpulan yang bersifat umum yang telah diakui 

                                                
23Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm 51 
24Zainuddin Ali, 2013,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107 
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kebenarannya, kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat khusus 

sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan-

permasalahan pada penelitian dalam tulisan skripsi ini25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25Bambang sugono, 2012, Metode Penelitian Hukum, PT.Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.11-

12 
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